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WALIKOTA SEMARANG

PROⅥ NSI」AWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMORII TAHUN 2の o
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RE「RIBUSIIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KOTA SEMARANG

Menimbang:

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa sesuai ketentuan pasal 27 peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu di Kota Semarang -..rg"iu bahwapeninjauan tarif retribusi dilaksanakan piling lama 3(tigfl talm dengan memperhatikan ind&s harga dan
perkembangan perekonomian serta penetapan tarifretribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan
Walikota;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4
Tahun 2Ol2 tentang Retribusi perizinan i"rt"rrt, di
Kota Semarang khususnya pasal 9 ayat (5) yang
mengatur tetang struktur dan besarnya tarif retribus-i
izin mendirikan bangunan, yaitu keientuar tentang
Harga Satuan bangunan gedung (HSbg) dan Harga
Satuan prasarana bangunan gedung lftSpUgy ".ri"begamya biaya pengadministrasian ilvt'B, iercantum
datam Lampiran III perlu ditinjau kembali besaran
tarifnya karena sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangcn perekonomian dan biaya ftnyediianlayanan makin meningkat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud datam huruf a dan huruf bl perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang perubahan
Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota
Semarang;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yoryakarta;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara - Republik
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Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Talnbahan
Lembaran Negara RcPublik lndonesia Nomor 4247);
Undang―Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Ncgara (Lcmbaran  Negara Rcpublik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tmbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
Undang― Undang Nomor l Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara(Lcmbnran Negara Republik
lndoncsia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang― Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
PemeHksaan  Pengelolaan  dan  Tanggunjawab
Keuangan  Negara  (Lcmbaran  Ncgara  Republik
lndoncsia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
Undang― Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (lκmbaran Negara
Republik  lndonesia Tahun  2008  Nomor  61,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik lndonesia
Nomor 4846);
Undang― Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik (Lembaran  Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor l12, Tambahan
Lelnbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);
Undang― Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa」 ak
Daerah dan Retribusi Daerah (しcmbaran Negara
Republik  lndonesia Tahun  2009  Nomor  130,
Tambahan しembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5049),
Undang―Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang
Pembentukan   Pcraturan   Perundang―undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Leinbaran Ncgara Republik
lndonesia Nomor 5234);
Undang―Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemeHntahan Dacrah (Lembaran Ncgara Rcpublik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang― Undang Nomor 9 Tahun 2015
tcntang Pcrubahan Kedua Atas Undang― Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemeHntahan Dacrah
(Leinbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lcinbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);
Peraturan Peme五ntah Nomor 16 Tahun 1976 tcntang
Perluasan Kbtarnadya Daerah Tingkat II Scmarang

(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3079);
Peraturan Pcmc壺ntah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pcmbcntukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten―
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonoglrl,  」epara  dan  Kendal  serta  Penataan
Kecallnatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat H
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Jawa Tengah (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 83,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentatg
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Idonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 201O tentang
Staadar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 83,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 2t5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor l1 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Daerah Kota Semarang Tahun 2O07
Nomor I Seri E, Tambahan kmbaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5
Tahun 2O13 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 1l Tahun 2OO6
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5,
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23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2OO9 tentang Bangunan Gedung (kmbaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 1O, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2O11 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Semarang Tahun 201 l-2O31 (kmbaran Daeral, Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 20ll, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota
Semarang (l,embaran Daerah Kota Semarang Tahun
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 7l);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

27.

28.

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 2036);
Peraturar Menteri Pekerjaan Umum Nomor
OS / PRI I M / 20 1 6 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;

１

２

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF
RErRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA
SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Semarang.
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahaa Daerah yang memimpin pelaksalaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota. adalah Walikota Semarang.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 'win tertentu yang
khusus disedialan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkai IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan
gedung khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku. U / 1/

/



鍛捻渾 懲ヽ猟鳳艦電鴇鳳織詭』轟鮮:踏七鮮
dalam Pasa1 9 ayat(5)Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012

驚凛]凝蠍 灘齢椰灘 欝
dalam Lampiran III

Pasa1 3

(η記職憲rd£話剛 11農胤hMCndttan Bangunan sebagaimanakarena sudah ddak sesu」  噸 dengan

perkembangan perCkOnonlian dan biaya penyediaan layanan malcin
meningkat.
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Besamya Tanf Redbusilan MendiHkan Bangunan diubah sebagai berikut:

No 」ENIS
Harga Satuan
(Rp) Satuan

1.

BIAYA PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG 20.000 m2

HARGA SATUAN PRASARANA
BANGUNAN GEDUNG
Pagar 2.000 m2

Tanggul/ retaining wall 2.000 m2

Turap batas kaveling/ persil 2.000 m2

Urugan Tanah 1.000 m3

Penangkal Pelir 8000 unit
Gapura 2000 m2

Gerbang 2_000 m2

」alan 2000 m2

Lapangan parkir 2000 m2

Lapangan upacara 2.000 m2

lapangan olah raga terbuka 2000 m2

Penimbunan barang, dll 2000 m2

Kolam renang 8000 m3

Kolam pengolahan air 8.000 m3

Reservoir bawah tanah 8.000 m3

Waste water treatment plant 8.000 m3

Saluran air 4000 m2

Menara reservoir 16.000 m3

Cerobong 16000 m

Billboard/bando 58.000 m2
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No 」ENIS

Papan iklan

Harga Satuan

(Rp)

47.000

Satuan

m2

Papan nama (berdiri sendiri atau berupa
tembok Pagar) 35.000 m2

詢 gu 8.000 m3

Patung 8000 m3

Menara antenna 700.000 m

Bangunan tangki 16.000 m3

Gapura/gerbang 2.000 m2

Untuk konstruksi prasarana bangunan
gedung dan bangun bangunan Yang
tidak dapat dihitung dengan satuan,
ditetapkan dengan prosentase terhadap
rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 yo

2 BIAYA PENGADMINISTRASIAN IMB 82.000 per■zin

Pasa1 5

Tanf RetHbusilzin Mendi五 kan Bangunan sebaga■ inana diinaksud dalam PaSal

4 berlaku bagi pemohon yang mengaiukan Pc....ohonan pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan terhitung sciak tercatat dalam Agenda Pclayanan
Konsultasi Tcknis seiak tanggal Peraturan Walikota ini diundangkan

Pasa1 6

Peraturan Walikota ini muld berlaku pada ttmggal diundangkan.
Agar sctiap orang mcngctahuinya, rncmc五 ntahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dcngan pcnempatannya dalatn Berita Daerah Kbta Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal }ら 、ルteキ ■θ13

Diundangkan di Semarang

pada tanggal P' い。R, ,がヘ

PEN」ABAT SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG,

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG

HENDRAR PRIHADI

AGUS RrYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ンヽNOMOR'」

WALIKOT


